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GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN
LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Laporan PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, hak memperoleh
informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi
Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Nomor 14 Tahun 2008, maka setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi
Publik yang dikecualikan. UU KIP memberikan kepastian hukum bagi
publik untuk bisa mendapatkan akses informasi.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, setiap Badan Publik menunjuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dan
Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kota Cilegon.

Untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kota
Cilegon melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai pedoman
pelayanan dan pengolahan informasi. Dengan penetapan SOP tersebut
diharapkan seluruh Pelayanan Informasi Publik baik dilingkup PPID
Utama maupun PPID Pelaksana dapat berjalan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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 Sarana dan Prasarana Pelayanan
Informasi Publik

1.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintah yang baik serta
meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi yang berkualitas,
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) menyediakan
kemudahan bagi masyarakat dalam
memperoleh informasi. Hari pelayanan
PPID Kota Cilegon yakni setiap Senin-
Jumat dengan jam pelayanan pukul
09.00-15.00 WIB, melalui:

Laman: https://ppid.cilegon.go.id atau
ppid-cilegon.com.
Pengiriman Surat Elektronik ke
alamat: cilegonppid48@gmail.com
atau melalui Pos yang ditujukan
kepada: Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Cilegon selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon,
beralamat di Lingkungan
Perkantoran Kantor Wali Kota
Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No.2 –
Cilegon.
Datang langsung ke ruang layanan
informasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dengan
alamat Gedung Kantor Wali Kota
Cilegon Lantai 1, Jl. Jenderal
Sudirman No.2 – Cilegon.

Untuk mengakomodasi Permohonan
Informasi Publik secara tatap muka,
PPID Kota Cilegon menyediakan Ruang
Layanan Informasi. Prasarana yang
tersedia di Ruang Layanan Informasi
antara lain:

Meja layanan informasi
Kursi dan Sofa
Laptop dan Personal Computer
Printer
Lemari Arsip
Buku Bacaan (koran, buletin, buku
dll)
Buku PPID Kota Cilegon

Gambaran Umum Pelaksanaan
Layanan Informasi Publik

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik oleh PPID
Kota Cilegon melibatkan staf Tim Kerja
Pelayanan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi Informasi Statistik dan
Persandian Kota Cilegon. Pada Ruang
Pelayanan Informasi Publik telah
menempatkan satu orang petugas
layanan informasi. Dalam menjalankan
tugasnya, PPID Kota Cilegon dibantu
oleh PPID Pelaksana yang ditetapkan
oleh Keputusan Wali Kota Cilegon
Nomor: 420.05/Kep.69-Diskominfo/2023
tentang Penetapan Susunan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
serta Pembentukan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

3. Anggaran Pengelolaan Layanan
Informasi

Seluruh kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik melalui
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon
menggunakan anggaran yang
bersumber dari APBD Kota Cilegon
Tahun Anggaran 2023.
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Keterangan :

Permohonan Informasi Tahun 2024
berjumlah 101 Permohonan

KEPUTUSAN PERMOHONAN
INFORMASI TAHUN 2024

Dikabulkan

Dikabulkan Sebagian

Ditolak

4

68

29



Disperindag
17.8%

Disperindag
13.9%

Dindikbud
8.9%

Damkar
7.9%

Bappedalitbang
6.9%

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.9%

Dinas Perhubungan
5%

Dinkop UKM
5%

Dinas Lingkungan Hidup
3%

BPKPAD
2%

Disporapar
2%

Dinas Kesehatan Kota Cilegon
1%
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DATA TUJUAN PERMOHONAN
INFORMASI TAHUN 2024



Buruh Harian Lepas 3

Karyawan Honorer 1

Karyawan Swasta 27

Konsultan 1

Mahasiswa 53

Media 1

Mengurus Rumah
Tangga

1

NGO 1

Pegawai Negeri Sipil 1

Pelajar/Siswa 4

Wartawan 8
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DATA PROFESI PEMOHON
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



1-7 Hari Kerja
60%

7-10 Hari Kerja
20%

Lebih dari 20 Hari Kerja
20%

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2024

Keterangan:

1-7 Hari Kerja = 60%
7-10 Hari Kerja = 20%
Lebih dari 10 Hari Kerja = 20%
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PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Keterangan:

Jumlah Sengketa 2024 = 1 Kasus
Sudah Diputus = 1 Kasus
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KENDALA EKSTERNAL DAN
INTERNAL DALAM

PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Laporan PPID

KENDALA EKSTERNAL :

Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID,
namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.
Adanya berbagai organisasi masyarakat dan perorangan yang
memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana
untuk mencari keuntungan semata.
Terdapat pemohon informasi yang meminta informasi lebih
dari satu dan berulang.

PPID Kota Cilegon secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik, namun dalam pelaksanaannya terdapat
beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

Belum optimalnya koordinasi dengan PPID Pelaksana karena
mereka belum sepenuhnya menyadari dan memahami
pentingnya mengelola informasi dan pelayanan informasi
sebagai implementasi Undang-undang Keterbukaan
Informasi Publik. Sehingga masih kerap terjadi pemenuhan
jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik
yang kurang dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana.

KENDALA EKSTERNAL :
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Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik,
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan di masa
mendatang yakni:

Perlu diadakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pubik bagi PPID
Pelaksana.
Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana agar
pelayanan informasi lebih cepat dan akurat.
Mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi PPID
untuk penyebarluasan informasi publik.
Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran
portal/website PPID Kota Cilegon.

REKOMENDASI
RENCANA
TINDAK
LANJUT

24



25



26

p p i d k o t a c i l e g o n 
Instagram

Lampiran I



ppid.cilegon.go.id

Lampiran II
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Website



Lampiran III
Rapat Koordinasi Kehumasan Perangkat Daerah di

Aula Diskominfo, 08 Maret 2024.
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Koordinasi dengan PPID Pelaksana 

Lampiran IV



Lampiran V
Monitoring Pelaksanaan Penyebaran Informasi dan
Layanan Informasi
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Lampiran VI

Sidang Sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Banten,
05 September 2024.

31



Lampiran VII

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten,

20 November 2024
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Lampiran VIII

Presentasi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024 di SKI Hotel,

24 Oktober 2024.
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Lampiran XI

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan
Publik Tahun 2024 Kategori Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik Informatif,
10 Desember 2024.
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